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PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR PINANG ARTHA TAHUN 2020

Akibat pandemi COVID 19 sektor perbankan mengalami disfungsi infermediasl. Pemberian kredit
adalah salah satu aktivitas bank yang utama karena pendapatan terfinggi bank adatah penghasiian
dari bunga kredit. Meskipun sudah satu tahun ada bantuan stimulus dan pameanntah kredit tidak
tumbuh sapart tahun-tahun sebelumnya (sebelum pandemi). Era pandemi kali ini permintaan kredit
lebih banyak dipengaruhi oleh faktor daya bell dan konsumsi masyarakal sehingga risikonya leoin
besar. Menurut catatan Infobank Insiifute, nalko yang dihadapi oleh indusin parbankan salain faktar
kesehatan bank yang menyangkul permodatan, Bkuiditas, NPL, dan kapasitas bank, yang paling
utama adalah soal kredil bermasalah. Hal ini yang peru diperhatikan dalam pelaksanaan fata
kelola Bank BPR Pinang Artha di tahun 2020,

Maka dari itu tata kelola pada Bank BPR Pinang Arfha menjadi lebih penting untuk saat inf dan
tentunya dimasa yang akan datang mengingal nsiko dan tantangan yang dihadapi oteh induskri
perbankan akan semakin chalienging.

Dadam rangka terus menjaga kinerja bank dan melindungi kepentingan pemegang saham saria
kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku secara umum dalam indusin
perbankan, BPR Pinang Arha fefap berkomiimen melsksanakan kegialan usahanya dengan
prinsip Good Corporate Govemanca.

Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola di EPR Pinang Artha

A Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan Good Corporafe Govemance dalam segala
kegigtan Bank sejalan dengan prinsip Juberdirut (Jujur, Bersih, Disiplin dan Bertanggung
jawab).

B. Menjaga agar kegialan operasional Bank mematuhi peraturan intemal dan ekstemal Bank,

serta perundangan yang bertaku

Meningkatkan pertanggung-jawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.

Memperbaiki budaya kerja Bank.

Mengelola sumber daya Bank secara lebih slexti dan efisien.

Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.
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A, Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola
1. Pelaksaan Tata Kelola berdasarkan hasll Self Assessment meliputi 7 (hujuh) aspek beskut :

a. Pelaksaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
) Jumiah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggots Dewan Komisars dan
Direks! telah lengkap. sesual kententuan -
al Dewan Komisars berjumlah 2 (dua) orang dan jumiah Direksi 2 {dua) crang.
b} Dewan Komsans dipimgin oleh Komisans Ulama, dengan komposis setagal
barikut
s Homisane Utama . lsmundart
» Anggota Komisars . Laksmi Indira Kusumastutl
¢} Diraksi dipsmpin cleh Dirgktur Utama, dengan komposisi sebagai benkut

« Direktur Utama yang Membawahkan  : Elmiko Sansahmadhon

Fungsi Kepaluhan
o [iraktur » Rachmat Hidayat

di Setiap anggota dewan Komisans dan Direksi felah sepanuhnya lulus
Penilaian Kemampuan dan Kepaiulan (Ff and Proper fesf).

) Sesama anggota Dewan Komisars dan Direksi tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/alau hubungan keluargs
yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2)  Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisars dan Direks)
a} Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisans

s [Dewan Komisans ielah melaksanakan lugasnya sasuai dengan peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Kepulusan RUPS.

» Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebljakan
Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serda membeskan
nasehal kepada Dsraksi.

e Dewan Komisans iefah melsksanakan tugas dan fanggung jawabnya
gacara indapendean.

« [Dewan Komisaris wajib memaslikan terselengaranya petaksanaan Good
Caporate Govarnance dalam setiap kegiatan usaha bank.
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» Dewan Komisads lelah menunjuk Audit Intemal untuk membaniu
pefaksanaan tugasnya dalam penerapan Good Corporafe Govemnance.

» Dewan Komisans berwenang unfuk memnta Direksi menindak-lanjuti
hasil temuan Audit Intemal dan pengawas: Otoritas Jasa Keuangan.

» Dewsn Komisaris tidak terdibat dalam pangambilan kepulusan kegiatan
operasional bank, kecual dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak
lerkail, membenkan perselujuan sesusi dengan fugas dan fanggung
iawab komisaris terutama yang berkaltan dengan penyimpangan-
panyimpangan dalam operssional dan kredit serta hai-hal lain yang
ditelapkan daiam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan
yang barlzku,

%) Tugas dan Tanggung jawab Direksi

« Saepanjang RUPS fidak menatapkan tain, ireksl memiliki kewenangan
untuk menetapkan Job Descripfion (pembagian fugas, wewenang, dan
tanggungjawab sefiap Direktur, diantara para anggota Direksi namun
kepulusannya harus mendapat perselujuan Komisaris,

« Direksi bertangaung jawab penuh atas palaksanaan kepengurusan Bank,

« [Direksi mengeicla Bank sesual kewenangan dan fanggung jawald
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan pefaluran perundang-
undangan yang beriaku sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance.

o Direksi tetah menindak-lanjuti temuan audil mteren dan audilor ekstemnal
seperti hasil audit KAP dan‘atau hasil pangawasan olontas.

s Direksi telah mempedangaung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
Pemeagang Saham melalul RUPS.

b. Rekomendasi Dewan Komisaris

Pada tahun 2020 Dewan Komizars ielah memberikan beberapa rekomendasi kepada
Direksi, sehubungan dengan lugas dan {anggung jawabnya.

Penitgian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi tha 2020 adalah berdasackan
realisasi kineria BPR fahun 2020 dengan RBB tahun 2020 yang telah disusun
sebelumnya,

ol
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Dewan Komisaris telan mencatal realisasi kinera Direksi tahun buku 2020 adalah
sbh, .
o Total asel pada akhir tahun 2020 adalsh sebesar Rp 37.622.351.309 - atau

87.86 % dan targe! RBB vakni sebesar Rpd2.821.034.000 -. Tidak tercapanya
iodal asel tersebut 2.l dikaranakan

— Realisasi KYD bim tercapai optimal, yakni sebasar 80 45 % dan target

—Juga adanya penarikan dana Tabungan dan Depositc nasabah yang
merupakan dampak pandemi Cowd 19,

— Belum maksimal pendapatan dan penagihan hapus buku.

- Koreksi beban PPAP yang tinggl.

elabairugi pada posisi Desember 2020 sebesar () Rp 234.8747142-
dibandingkan tarnget pada REE nya sebesar Rp 1.053.547.000 - atau - 2229
%, sebagian karena adanya koreksi PPAP.

sBesar KYD pada skhir Desember 2020 hanya mampu tercapai
Rp23.509.547.309 - atau B0, 45 % dari targel REB

= Kualilas Kredit dengan rasio NPL neit adalah sebesar 645 %, artinya kredil
bermasalah masih cukup besar dan kinera bank belum cukup batk.

= Rasio ROA dengan realisasi Desembaer 2020 adalah -0 61 % berada dibawah
target REB sebasar 2, 46 % dapat dikatagorkan lidak sehat

« Raso BOPO diproyeksikan sebesar 90,14 % diakhir Desember 2020 realisasi
sebasar 96,67 %. Rasic inl menunjukkan kurang sehat.

Alas pencapaian kinerja Direksi tahun 2020 farsebut, Dewan Homisarls telah
memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dirangkum sbb .

» Cleh karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi fluktuast total aset, maka
harus dapst benar-benar menjaga asel lancar dan aset tetap atau kekayaan
yang dimitiki BPR. Dalam hal ini menjaga produkiivitas aset produktif , menjaga
kepercayaan nasabah, pedu pengelolaan likuiditas dengan baik serla
memantau kewsajiban yang akan jatuh tampa.

sHarus ada upava nyala tniuk penyslesaian segala permasalahan Kredit macel
dan hapus buku, sera penagihan yang lebib intensif dan efisien dan yang
sebefumnya. Dalam hal proses lelang di Balai Lelang agar segera dapal
lerselesaikan atas asel sitaan BPR.

s Pencanian market yang lebih intensif, untuk selanjutnya BPR lebih berfokus
pada kredit UMKM, Kredid modal kena, Kredil investasi sera kera sama
dengan Finfech yang masih sangal ferbuka, feiapl tetap dengan
mengedepankan prinsip ke hati-hatian.

o Perlu dilakukan tindakan pengawasan ketal kepada debitur yang beresiko
menurunkan kualitas akiva produkdif, agar dapat menurunkan NPL dan upaya
perbaikan di selurah fini sera melaksanakan managemen risiko yo lebih baik,
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penarapan fatd kelola dan komitmen pada penegakan peraturan dan disiplin
dalam peiaporan sebagai bentuk kepatuhan pada QUK.

» Pengeluaran biaya harys letin diperketat | melakukan efisiens) dalam segala
bidang yang dimungkinkan

« Maningeatkan kualitas SOM dengan mengikut serakan karyawan dalam
banyak pelatinan yang diperukan untuk menunjang SOM yang mumpuni

« Dawan Komisans telah memasiikan Direksi unfuk menindaklanjuli temuan hasi
pemenksaan audit infern dan clonfas lainnya

¢. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite
1) Struktur keanggoiaan keahlian dan independens: anggela komile,

1) PE 3P {Audit Intemal} ' Puspo Sundora Hadisaputro.

= Audit Internal deketuai oleh Komisans Ulama

= Audit Intemal berasal dan Karyawan BFR Pinang Artha yang diposwsikan
secara Independan.

= Tingkat independensi dari Audit Intemal ini tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan dengan Direksi dan/atau Pemegang
Saham Pengendah atau hubungan dengan Bank, yang dapal
mempengaruhi kemampuannya unluk berindax independan

2} PE Manajemean Resiko (Pemantau Resika) | Jos Hendradjat

o Pamantay Resiko diketuz cleh Direktur vang membawahkan fungs
Kepatuhan

+ Pamantau Resiko berasal dard karyawan BFR Pinang Arha yang
dipossikan secara independen dan memilki latar belakang ala
pengalaman kredil agar bisa menifal nsiko kredit yang akan dibenkan
dengan plafon besar sesual dangan ketentuan intemal BPR.

« Seluruh Anggeta Komite Pemantau Risiko lidak memilk hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan dengan Direksi dan/atau Pemegang
Saham Pengendali afay hubungan dengan Bank, yang dapat
mempengaruhi kemampuannya uniuk berindak indepanden,
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2) Tugas dan Tanggung jawab Pengawasan
Tugas dan tanggung jawab Audil internal, Pemantau Risiko, lelah diatur datam
Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Keioia PT. BPR PINANG ARTHA,

3) Frekuensi Rapat Komite

Rapat hasil audit internal {exit meeting) dilakukan setelah proses audit intemal
selesal sesual dengan jadwal program kerja 5P,

Rapat Pemantau Risiko dilaksanakan Kelika ada pengajuan kredit dengan
plafon di atas Rp. 100.000.000 yang dihadin oleh staf marketing PE
Manajemen Risiko, Tim Appraisal, dan Dinaksi

Keputiisan Rapat Exd Mesting Awudil Imemal mesupakan hasil dan kanfikasi
temuan audil, pencanan solusi dan foliow up ke depannya agar lidak menjadi
tamuan

Keputusan Rapat Pemantau Risiko menspakan salah satu baglan dari Komite
Kredit,

Hasil rapat Komite menspakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara
ophmat oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengawasan

4) Program kerja Komite dan realisasinya
Audit Intemal, Pemantau Rissko sudah melaksanakan fugas dan tanggung
jawabnya bardasarkan program kerja yang felah dibuat dengan mengacu pada
S0P Tata Kelcla PT. BPR PINANG ARTHA.

d. Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Audit Intern dan Audit Ekstern.
1} Fungsi Kepsatuhan

Direklur dan pemaniau risiko sudah menjalankan tugasnya sesual dengan
katentuan dan peraturan yang berlaku

Pejabat Eksekutif Kepatuhan sudah menjalankan tugasnya.

Direktur dan pemantauan Risiko sudah menstapkan langkah-langkah
kebijakan yang diperiukan uniuk memastikan Bank telah memenuhi sefuruh
peraturan dan ketentuan yang beraku.

Direktur dan Audit Intemal serta pemantauan risiko sudah memastikan bank
telah melaksanakan kepatuhan lerhadap sistem dan prosedur operasicnal
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(S0P), Peraturan Clorfas Jasa Keuangan dan Paraturan Bank Indonesia,
matpun peraturan perundang-undangan yang beraky.
2) Fungsi Audit intem

« Felaksanaan fungsi Audit Intern yvang ditaksanakan obeh suditor intemal yang
dalam melaksanakan tugasnya sudah berjalan dengan balk dan efekbf,

o  Dazlam melakukan pemenksaan audit intern telah berpedoman pada BFP Audi
intern Berbasis Risiko (Risk Based Audl), seperti SOP Internal, Ketentuan dan
Peraturan Otontas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia serta peraturan-
paraluran yang terkait ainnya,

o Audit Intemial sudah melaksanakan pemenksaannya berupa Audit Bulanan
(Rexap hasil Audi Hevian, dan Mingguan), Audit Tiga Bulanan, Audi
Semesteran, Audil Tahunan dan Audit Khusus yang sesual dengan rencana
iahunan yang disetujus oleh Diredur Litama dan Deswan Komisans,

o Audt [nternal sudah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direkiur
Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisans dan Komite Pemantuan Risiko.

= Audit Intem sudah melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara
efaktif dan efisien

e, Penerapan Manajemen Resiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.
1) Pengawasan aktif cewan Komisans dan Diekst.

= [Dewan Komisans mempunyal kewsajiban untuk melakukan penitsian secara
berkala dan memberkan rekomendasi tentang nAsiko seda penerapan
manajemen resiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebul Komisans
dibanty oleh Audit Internal

« [Dewan Komisans melakukan peran akil dalam pengawasan penerapan
Manajemen Risiko yang diakukan oleh Direks), antara lain dengan menyelujul
dan mengevaiuasi kebigkan manajemen rsiko, sera mengevaluasi
perangaung wwaban Direksl atas pelaksanaan kebiakan Manajsmen Risiko,

2} Kecukupan kebiakan, prosedur dan penelapan limil,

o Direis! lalah mengevaluasi dan memuiuskan transaws! (credi fingl yang

memerukan persatujuan Direksi.
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» BPR Pinang Artha sudah menerapkan Kebijakan Manaemen Risiko dengan
sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas sefiap
Febijakan Rislks yang baru ferbad,

3 Kecukupan prozes |dentifikasi, pengukuran, pemaniavan dan pengendalian risiko
sera sistem informasi manajemen nisikg

« Belum disusun SPO mengenai Aplikas| Laporan Profil Risika (LPR),

« [engan adanya program aglikasi LPR, dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya
kebijakan oleh Direks: dalam rangka meminimalisir nsiko.

4) Sistem pengendalian intem

o Bank sudah manyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris satiap

semaster,

f. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

atau BMPK

1) Bank tidak pemah melanggar dan melampaul ketentuan BMPK dan Penyediaan
Diana kepada pifak berkail.

2) Bank sudah membuat kefentuan mengenai BMPK PT. BPR Pinang Artha

3) Penyediaan Dana kepada Pihak terkall dan Penyediaan dana Besar diputuskan
oleh Manamen secara independen,

4) Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK

g. Rencana Strategis Bank
1) Rencana jangka pendek tahun 2020
Beberapa fakfor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisais di
tahun 2020,
s Polensl stabiinya suku bunga dan infasi
= Pedambalan perumbuhan ekonomi yang berdampak pada perambatan
parumbuhan kredil.
e Polensi meningkainya kredit bermasalah,
» Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

i
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2y Memperhatikan hal tersabut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi
BPR Pinang Artha jangka pendek diftkuskan pada peningkatan profitabditas
dengan dibarengl untuk meminmalkan risiko dan infrastrukdur yang kuat sehingga
mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensl melalul inisiatif yang
diaranhkan pada

* Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen
LIMEM dan kansumer, secara selekdif ditujukan pada sektor procukiif. Dangan
partumbuhan sebesar 0.98% dan rasio LOR menjadi sebesar §3.51%

» [PK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposilo berjangka dengan
bunga yang kompeliif masih mengalami penurunan deposito sebesar Rp
1.881.379.640 [ 7.81% ) di tahun 2020. Sedangkan tabungan mengalami
perurunan sebesar Rp. 330.041.278 ( 3.54%) di tahun 2020,

s Menyelaraskan pengembangan tekngiogl  khususnya sistem T untuk
mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan

o Memperkual kemampuan SDOM dengan penekanan pada peningkatan
profesionasisme, peoduktivilas dan intagrtas SDM

« Memperbarki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)

» Penyempumaan pengawasan resiko kredit dan  berkonsentras:  pada
penagihan dan perbaikan struktur {colection and recovery)

o Pelaksanaan program perubshan yang penting secara berahap dan
barkesimambungan,

3 Rencana jangka menangah tahun 2020

8) Finansial
= Mencapai rata-rata ROE di atas 3%
o Meningkatkan perumbuhan aset bank melahul pertumbuhan disekior kredil
dan pendanaan.
o Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya di atas batas normatif

"
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b Customer
o Secara konsisten meningkatkan siandar pelayanan kepada nasabah,
membangun perlaky dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan
memaotivasi serta menciptakan lingkungan yang pasitif.
s Akiif melakukan customer refention BPR Pinang Artha
s Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggan bagi nasabah dengan
menggunakan [asa layanan BPR Pinang Artha.

g} Karyawan
» Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasl dan kompansasi
kinedja (reward and punishment)
» Meningkatnya profesionalisme SOM BPR Pinang Artha medalul pendidikan
dan petatiran.

h. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa
Keuangan tentang Transparansi Kondlsi Keuangan Bank.

2. Laporan Tahunan Bank felah disampaikan kepada pihak independen Ssesual
ketentuan Cloritas Jasa Keuangan dan telah disajikan pada Home Page BPR
Pinang Artha sesuai dengan ketentuan.

3. BPR Pinang Artha teiah mempublikasikan Laporan 1ahunan dan Laporan Keuangan
Publikasi secara tepal wakbu.

4 BPFR Pinang Artha telah menyampaikan laporan Tala Keiola kepada Dewan
Komesans.

11 4
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2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Dewan Homizaris dan Direks PT, BPR PINANG ARTHA memilik: ssham pada BPR,
Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.
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3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris
dan Direksi.
&. Hubungan Keuangan
= Komisans Uama BPR Pinang Arha tdak memiliki hubungan keuangan dengan
Pemegang Saham Pengendali Bank
« Anggota Dewan Komisans BPR Pinang Artha, mefupakan komisans independen
yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komesans lainnya, Direksi
dan Pamegang Saham Pengandali Bank,
s Anggota Dirgksi PT. BPR PINANG ARTHA tidak memiliki hubungan keuangan
dalam hal menenma penghasilan, banfuan keuangan atau pinjaman dar
Pemegang Saham Fengendali Bank.

b. Hubungan Keluarga
Womisars Utama dan Komisars tdak memilki hubungan keluarga sampai dengan
derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali, sedangkan Threksi Utama PT
BPR PINANG ARTHA memilki hybungan keluaroa gampai dengan derajal kedua
dengan Pemegang Saham Pengendal

Lageean Pelihaanssn Tala Kakids FT AP Finang Artha Tehun 38 -
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Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagl Dewan Komisaris dan Direksi
Peket/ebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komigans dan Dirsksi meliputl
remunerasi dalam bentuk non nalura (gali, penghasilan letap lainnya dan bentuk
remuneras: iainnya) selama tahun 2020 sebesar Rp. 655.788 000 sedangkan fasilitas 1ain
daiam bentuk natura {fasilfas lidak fetap lainnya termasuk lunjangan transportasl,
kesehatan dan fasilitas |ainnya) selama tahun 2020 sebesar Rp. 524 173,528 teriihat pada
tabel berkul ini - |

Jurnizh Diterrna datam 1 Tahun |
Remunerasi & Fasfitas Lan ~ Dewan Korisans | Dineksi
S . Noemina Crarg Nominal

Femunerasi dalam berdsdk non natrs (gaf
dan penghasian falap sknys, 4 2 | Rp.22378R000 | 2 | Fp 420000000
Fasiflas-lain delam bentuk. natura / non | —
naiurg (fad, Tidse Sslap laimiva ankam

it dgt bl

Jumiah anggota Dewan Komisans dan Direkst yang menenma paket remunerasi dalam
salu tahun yang dikefompaoian dalam kisaran tingkat penghasitan sebagal barikut :

Jumlah Renumerasi per Orang datam 1 tahun | duriah Jumiah
i stz Rip 2 miliar = s
Di ates Rp 1 millar 5.4 2 milar =
Di atas Rp 500 uia 5.9 1 mliar : s
L Rp 500 pta ke bawah 2 oreng 2orang |

Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisars, Direksi dan
Pejabat Eksekulil yang dilakukan melakul penawaran saham atau penawaran ogsi saham
dalam rangka pemberian kompansasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris,
Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

Lipston Podabaanman Toin Kziode BT BPA Finang &riha Tahun D28



6. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

4
b
i,

. Fasio gaji pegawal yang tertingg: dan terandah =21 x1.00
rasio gaji Dreksi tedingg! dan terendah =1.03x1.00
rasio gaji Kormisars yang tertinggi dan terendah =143 x 1.00

d. rasio gaji Direksl tertingg: dengan Komisans tertinggi = 2.07 x 1.00
g. rasio gaji Direksi terfinggi dengan pegawai tertinggi = 2.49x 1.00
Secara rinci adalah sebagai berikut |
' Gaji {dalam %gigmim"_w =

| Ko Jabatan Tertngy T“ﬂﬂ_—h__
[ Komisans Rp. 13758 2065 ' Rp. 9.258.509

2 DCireksi Rp. 20.478.271 Rp. 16.951.032
3| Pegawsi 1 Rp. 10101 564 Rp. 4586519

T. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sesual dengan ketentuan OUK, agenda Rapat Dewan Komisaris harus memuyat:
1. Rencana Bisnis BPR
2 |su-isu strategis BPR
3 Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris tefah melakukan rapat dewan dengan detail

- gebagai berkut |
Jumlah Rapat yang diselenggarakan dalam 1 tahun (2020) B
 Jumlah rapat yang dihadiri secara fisk 3.
Kehadiran masing-masing anggeta Dekom di setisp Rapat 100%
| Bulsn | Toplk! Tema Tanggal E‘ﬂ
- JAN LB X
; FER Evaluasi Kinerja BPR: indikator keuangan, pencapalan 54 .
! Laha KYD, NPL BOPD
'MAR | - X
Evaluasi Kinerja BPR: indikator keuangan, pencapaian
AFR | Laba, KYD, NPL BOFQ, persiapan RUPST, hal terkait 27 2
! Fandami Cowid-19 .
MEI | X E
Evaluasi Kinerja BPR: indikalor keuangan, hasil RUPST
JUN | Mei, pencapaian Laba, KYD, NPL, DPK, pengunduran 30 3
diri Divektur, B
JUL = [ =X
AGT X

Loaporan Pelskuanass Txin Walols BT 2iPR Plaang Aty Tasss 700



Evaluasi Kinerja BPR, indkator keuangan, NFL,
pencapaian KYD & DPK, PPAP, laporan Audit Inlermal,
digitalisasi, semangat bekerja, pendidikan pelatihan dan
; CSR, Prokes, |
Evaiuasi Kinerja BPR: tanggapan hasd pemeriksaan OJK
riada Ckiober, pemenihan modal inti, pencapaian laba,
NOP | stnaktur organisass, kredit, APU PPT, audit intema!, 20 5
indikator keyangan, Pengangkatan Darekiur Bisnis, RBB
2021, Pasttioning BPR (markef share), Prokes : |

DES | = |

SEF 21 4

Haell palaksanaan Rapat i belah divangkan dalam Risalah Rapal Dewan Fomisans

8. Jumlah Penyimpangan Intemal (infernal Fraud)

_intems Jumiah Kasus vang ditakukan oieh
Direkgi | Dewsn Komisaris | Pegawai Teta Pepawa Tidak Tetap
Tafun Tafun TEE“"' Tahim | Tatwn Tahiin Tahiin Tahin
Cigtam 1 tahum mlm_.l”E Beralan e Berigtan| Gebslumnya | Betiglan | Sebelumnyal Berdalan
Total Fraud . - ; . 1 1 .
' Telan =
disglsatan | - - : - | Beum ok
Dalam
pr
peﬁﬁm : . 5 1 Ya ¥a : ¥
Befim
dipayEan
N{wm“ - - = - a " j - -
[ Telan
fbndaklanjuti|
eyl : L - . ¥a Ya
proses

Masih ditemukan penyimpangan | kecurangan 1 orang yang dilakukan oleh staf BPR
Finang Arha cabang Tajur, Bogor yang bDerkastan dengan dana ssmpanan nasabah dan
angsuran kredit nasabah pada hasil temuan Audit Intern. Saat ini pegawa tersebul sudah
selesal masa kefanya di BFR Pinang Artha dan masih dalam proses penyelesaian
pembayaran kembali perbuatan frauctnya dan memperanggungiawabkan perbuatannya
lewat jatur hukum. Namun penyimpangan ini belum dilaparkan ke OJK karena masih dalam

proses penyelesaian kekeluargaan,

15 gi|,
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Permasalahan Hukum

1. Penylmpangan aleh intemal pegawai Bank sudah kami buat palaporan ke pihak berwalib pada
fanggal 22 Nowember 2020 dengan Sural perntah  penyelidkan no 5p.

Ligi/7TE/XIRES. 1.11/2020 RESKRIM POLRESTA KOTA BOGOR.

Tidak ada permasatahan hukum baik sscara perdata maupun pidana yang dihadapi oleh PT,
BPR PINANG ARTHA selama tshun 2020 yang bercailan dengan panyalahgunaan kredd atau

simpanan dana masyarakat.

3, Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
Tidak lerdapat transaksi yang mengandung benluran kepentingan, bank mampu

menghindar transaksi yang mengandung polensi beniuran kepentingan.

B. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance.
Berdasarkan hasil Selff Assessment pelaksanaan Good Corporate Govermance FT. BPFR
PINANG ARTHA periode Desember 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikul :

a Mial Kompasisi Good Corporate Governance sebesar 1.89 dengan prediksi Balk
. Peringkat masing-masing per Faktor adalah -

]
| Peringhat | Nl

5 Bapal Yaig Dinlled Bobot
i | Pelskeanasn hugas dan tanggung jawel Deven Komisais 6% ) 037
2 | Pelsksanaan lugas dan langging [swab Cimks: 0% Wi 0,18
3 | Welengeapan dan Pelansanaan Tuges sau Fungs Komita B i I
4 i FPangnganan Benuran Kepantingan . 0% k| R
& | Panarapan Fungs Kepatunan BPR 0% o4 024
& | Penarapan Fungs Audi intemn 0% 208 ¥l
T | Penerapan Fungel fudi Bhstem % 20 [iTe 3
Prnerapan | ungs: Manaemen Riaka Temmasuk Sister Pengendalian =
4 10% 2483 a2
Inbesm *}
:'9 Hatiss Maksimom Pemberian &medit 7.5% 200 o
Tranaperans] Kord e auangan din Ron Keuangan Bank, sada
10 0% 200 0,35
peispaitan Irtemal
11 | Rencana Piena BFR TE% 200 615
Nilai Komposit 100 50% 148

Lagss wm Palanmanan Tete Keici PT BPH Pinang Artha Tahin a0



| Nili Kempost i"im.m | 18
i Pradiksl Kompost | Badk

*|. Diperhitunghan sesusi povishapan sebagaimuns Gmaksud dalem  kelsshusn yang mesgatur
TrRgEnE mskaparnen risiis BPR

t. Kekuatan Pelaksanaan Tata Keiola

« Dengan disusunnya SOP Tata Kelola BPR Pinang Artha, fata kelola Bank akan
banalan baik sesual dengan ketenluan yang berdaku,

« Dengan adanya pedoman Good Corporate Governance Dewan Komisaris dan Direks
dapat melakeanakan lugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

« Dewan Komisans sudah medaksanakan program kera dan rapat secara efektif dan
efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisans.

» Fungsi Kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intemal sudah berjalan sesual dengan Ketentuan
Good Corporate Governance.

Terlampir disampaikan Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola PT. BFR Pinang Artha
tahun buku 31 Desember 2020
Demikian Laporan ini dsampaikan, agar maklum. Terma kasih.

Tangerang, 22 Apnl 2021
PT. BPR PINANG ARTHA

Komisaris Utama Diretdur Litama
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Penjelasan Umum Pedoman Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

1. Pedoman penilaisn terbag atas penilaian terhadap struktur, proses dan hasil Tala Kelola BPR vang mencakup 11 {sebelas| Faklor Peniladan
Penerapan Tata Kelola yaitu:

T Spopop

iie
i
k.

pelaksanaan tugas dan tanggung javwab Direlksid;
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dowan Romisans;
kelengkapan dan pelaksanann tugas alau fungss komite;
penanganan benturan kepentingan;

penerapan fungsi kepatuhan;

penerapan fungs audit intern;

pencrapan fongsi awdit ckatern;

penerapan manajemen risike ermasul aistem pengendalian intern:
batas maksimum pemberian kredit;

rencana sirategis BPH; dan

tramsparansi kondis keuangan dan non keuangar.

2, Penilian terhadap penerapan Tata Kelola bag BPR dilakukan uniuk mengukoar:

a.

v

i,

kicukupan strukiur dan infrastruktur Tats Kelola (govérnance siructure) BPR agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesum
dengan harapan stakeholders BPE. Termasuk dalam struktur Tata Kelols BPR adalah Dircksi, Dewan Komusaris Komite, dan satuan
ke /unit kerjn/ pegawal terkait pada BFR. Adapun yang termasuk infrastrukiur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan
prosedur, sistem informas: manajemen serfa tugas pokok dan fungsi masmg: mastig sirukiur organisasi;

efekiivitas proses penerapan tata kelola {povernance process; BPR sesual dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tats keloka
yvang dipersiamtlan untuk masing-masing BPR; dan
hasil penerapan tata kelola [governance outcome] BPRE.

3. Hasil penilaian penerapan lata kelola mencakup aspek koalitatif dan aspek kuantitatif, antirn lain:

a.
T,
[

kecukupan transparanst mpotan;
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangin;

peningkatan/penurunan  kepatuban  terhadap  Ketentuan dan  penyeiesaian  permasalahan  yang  dihadapt  BFR  seperti
penvimpangan, penvalahgunaan/ fraud, pelanggaran BMPR, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Cloritas Jasa Keuangan

£ o
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Tata Cara Pengisian Pedoman Penilaian Sendiri

Setinp BPR melokukan peogisian Kerfad Ketia Peodaiun Penerapan Tata Kelola yang terdiri diard 11 [sebelss) Fabnor Pendlaian Penerapan Tatn Keboln
dan pada masing masing falter dibagi berdasarkan strukiur dan infrastrukiur Tate Keloda, proses penerapan Tata Kobols, dan hasil peocrapan Tata
Eeloln.

Fenildinn pencrapan Tara Kelola dilnboikan dengan menggunnkan Shala Penecapion, dimana senteng skor yang digunakon schagad Skala Penevagan
penilainn setinp kriterds/indiksior gdalah sebesar | sampai dengan 5 dengan kententuan sebagni barikui]

& Milmi 5 untulk tande centang () pada kolam TR [Tidade Baik) epabila kriteriafmdiketor sepenuhaya tulak diteraphan fdipenahi.

b,  Milad 4 wntuk tanda centang (4] pagde kolom KB (Kurang Baik) apabila kriteria fstikator sebagion besar belum ditersphan /dipenub.
£ Milsi 3 untuk tanda centang (4) pada oloor UB (Cukup Baik] apabile kriteria midikator schagian telab diteraplan [ dipenioii.

d. Milal 2 unrek tapda centang ) pada kolom B {Bailk) apabiln krtesta Sndikator sehagion besar telah diteraplkan (dipenuhi.

e, Miad | uniuk tands cendang {4 paicla koborn 56 {Sanges Baikh apabiln kriteriofindikntor ielah sepenubnya deleraphan fdipenuhe,

Setelah melakukan pengean dengan menggunakan nilol sebagaimons dimaksud pads: angls 3, nilai pada setiap kriteria findikator dijumlahkan den

dirata rattkan berdasarkan sirakivie dan drasteebotur Tata Kelola, proses penerapan Tota Kelals, dan hasl peaerapan Tate: Kelola peda masing-
mtasing fakior,

Hasll rata. rats pila sebagaimona dimaksud pada angks 3 dikaliksn dengan 50% untik bebot serultur don infrastrukiue Tais Belola; H%6 uniuk bobat
proses pererapon Tata Kelola; dan 100 untuk bobot hasil peaerapan Tata Kelola

Huasil perkaban schagrimana dimaksod pads angka § dijuminhkan uniuk mendepatkan tilal masing-mesing falktor
Nilai masing masing fakoor sebagaimana dimaksud pada angla § dikalikan dengin Bohat {aktor mesaad Tabel 1,

Tabel 1. Bohlot Fakior Pen Taia Kelola

Botsat A | Bobot 3] Bobot C | Bebot [
i sl ! pel | oma e |

Polak=anman Tugna dan

temggung jawih Direke .00 S0 | L0000 | 20000

Pelnksnmmarn TgEas dan
2 [tangaung jawak Crewmn 15.00 1600 | 1508 | 12,50

Fopanisars
Belengkapan dan pelaksanaan
A |tugms wtoos hsogst Kemite 0.0 .0 .00 +.50
o | Prssiganan benturan)  n06 | 1000 | woo | 1000 Gt~

h-upt'nl.'in_Enn L -




Penerapan 1 i kepatubian)

5 Ippr s 10,00 .00 | 1000 | 1000

6 |Penerapan fungs asidle frem 1000 (LR ] [ ERR A ll].fil:l

o |Pamarapan finge anditekaem | o0 a0 | 250 |:2:80
FPenerapan manapmen rimko

8 |termaaik satem pengendalinn 1600 10,0 10k 14,0}
iniern®)

P EIII.:- maksimum  pombierian 7 50 .50 7,50 7.50

10 |Reacana bisnis BPR 7.50 T.50 7,540 7,50
Transparnnsi kondisi Kewangan

11 [den  non keuangan,  serial 10,00 7,540 T.50 T.50
pelaposan nermal

# diperhitangkan sesunl pentohapen sehagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatir mengenai mangjemen raiko BPRE
Dengrn demikisn, tatal penyebot sebelum peéntahEpen peneeopan manajemen risbo adalah 90

Keternmgan:

Bobot A

Baohot O

BPFRE vang memiliki modal intl kurang dar BpS0000 00D, 000 dima puleh milver ropiah) dengan total aset

kwrnng durd Fp 100000000, 000,00 (sepasbulb. midyar rupdah).,

HPR yeng memiliki modal ind kurang dari’ BpSO0.000. 000 5600 00 {lima. puleh milyar nopah) dengun total aset

paling sedikit Fyp 10,000,000, (000,00 [sepalul milyer rupinh]

BPR yang memikibks modal it peling sedikit RpS0.000000.000,00 (lima puluh milvar rupish} dan Kursng dan

Fepe ), 000 D00, 000,00 [delapin pulub milyar ripiah),

BPK vasg mem bk modal int paling secid Bpa0, 000.000.000,00 (delapan pululs milyar napiahl.

Milaii masing masing fakier setelah dikalikan dengan bobot sebagrimana dimakmad pade angha 6 djumiahkan selurohnya sehinggn mendapatkan N

Hetelah dipercleh Nilai Komposil sehaganmana dimakmid padla anghs 7, BPFR menstapkan Peringleat Bomposit, sebagaimana Tabel 2.

Tabel 3. Predihas Kemposi

Fd < Milai Kommposit < 4.2

Frodikat
Mikal Komposit K i
San
; , gal
L0 < Nilai Kompesit < 1.8 g
18 = Nibti komposit < 26 Padk
C
2.6 < Nilai Komposit < 3.4 I“:,Ik."'l"
Krdn g

2



Tt

I35

1,

15

6,

4.2 < Nilai Komposit = 5| Thdak Baik

Apablla terdapat salah satu faktor yang selurah keivers /indikotornyn mendapatkan nilai Tidak Baik |5) sebagaimani. dimakaued pads angha 1,
Peringhat Komposii tertingp vang depat dicapai BPR adakah Culoup Baik sehagnimana dimakaud pada angka 8.

Dalnm bol berdassrkan hasl pengrwsssn ateu pemeriksann pengawas terdapat fakior yang dinilal sangsl mempengaruhl Tata Kelols BPR don
berpotens memilik dampok padn kondiai don/otan Kelangsingen usaha BPE, pengowes dapat melskuksn penyesusin Peringhkal Kemposit Tars
Relola HPFE

Holom keternngan diis dengan alasas, dasar peedapan, atag keterangan lmnma.

Untuk fakior 8, penilainn maoapemen vske i burg dilakukan setelah keteniunn mansjemen tsike diberlitukab secnr efeltil sesuni pentahspan
e agalmana Peraturan Otoritas Jasa Keoangsn mengensi peocragan manaemen risike bag DR

Hag BPR dengon total aset kurang daci Bp 10000, (0000000 |l:'51|.|l.u_h milyas rupinh] namun laporan keaengannys (elah disudil aleh Kantor Akuntan
Pulslik, tetap melekuban penilaan antuk foktor 7 dan dikenokan bobot fakios 7 stbesar 2,5% (dua kem'a limo persen| sehingga bobot fakior 11 menjadi
T.5% (tujub koma Hova person) mengacas paila Bobor B pads anghka 6 di ates,

Rag BPR dengan modal int Kurang der Rpso o0, o0 000,00 (delapan puluh milvar ropish oamsin sembentuk komite aidit danfdtos komite
pemaniay risko, tidak melalukan penilaian techadop faktor 3 sehingen peniladan penerapan Taa kelola mengacu pada Bobot C prudla nazgha & o atas,

Bag BPE dengan madal o kurang dori BpS0,000,000.000,00 fima pulub milyad yang tldak wajlbh memilik Kemisaris Independen, perlanynan untuk
fakior 2 stomor 5 dibierikan Skala Penerapan Baik [nilad 2.

Hagl BPR dengan modal int kureng dord BpS0,000.000, 000 00 (ima poluh milyar} vang tidak wajib melakiikan Kaji ulang dan menvam pailkan laporan
kaji vilang kepada OUK, pertanyaan untuk faldor & nomor 7 dan 12 diberikan Skals Penerapan Badk rdlai 2),

s
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Faktor 1 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Faktor 2 |Pelaksanaan Tugas dan Tangpung Jawab Dewan Komisans
Faktor 3| kelengkapan dan Pelaksansan Tugas atau Fungsi Kemite
Faktor 4 |Penanganan Benturan Kepentmgan

Faktor 5 |Penerapan Fungsi kepatuhan

Faktor & |Penerapan Fungsi Audit Intern

Faktor T FEm:TaE:m Fupgst Audit Ekstern

Faktor &  |Penerapan Manajemen Fisikn Termasuk Sistemn Pengendalian Intern
Faktor @ | Batas Malksimum Pemberian Kredit

Faktor 10 |Rencana Strategs BPR

Faktor 11 |ITansparansi Rondisi Reuangan dan Non Keuangan

)&
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Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR
Nama BPR BPR Pinang Artha
Alamat BPR JL KH HASYIM ASHARI RUKO PINANG GRIYA PERMAIN NO. 10-11

Posisi Laporan

DESEMBER 2020

Modal Inti BPR

Rp6.185.627.459

Total Aset BPR

Rp37.622.351.387

Bobot Faktor BPR

B







Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

[y

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit RpSOM:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang,
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang,
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Direktur yg membawahkan fungsi
kepatuhan sudah ada.

2)

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di
kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten
yang berbeda pada provinsi yang sama, atau
kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi
lokasi Kantor Pusat BPR.

terpenuhi

3)

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,
Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai
politik atau organisasi kemasyarakatan).

terpenuhi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris.

terpenuhi

5)

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan
dan/atau penyedia jasa profesional sebagai
konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu
untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi
karakteristik proyeknya membutuhkan adanya
konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas
meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk
yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta
biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa
profesional adalah pihak independen yang memiliki
kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus
dimaksud.

ya

6)

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan
dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah
ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa
jabatannya.

terpenuhi

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 6

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

[y

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7)

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara independen dan tidak memberikan kuasa
umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas
dan wewenang tanpa batas.

ya

8)

Direksi menindaklanjuti temuan audit dan
rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk
sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil
pengawasan otoritas lain.

respon tindak lanjut relatif cepat

9)

Direksi menyediakan data dan informasi yang
lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada
Dewan Komisaris.

ya

10)

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat
strategis  dilakukan berdasarkan musyawarah
mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai
musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang
berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion
jika terdapat perbedaan pendapat.

keputusan berdasarkan musyawarah

11)

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta
tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas
lainnya yang ditetapkan RUPS.

ya

12)

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan
pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan
terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi antara lain dengan peningkatan
keikutsertaan pegawai BPR dalam
pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan
kualitas individu.

ya

13)

Anggota Direksi mampu mengimplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya, antara lain
pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-
hatian.

ya

14)

Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan
tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit
mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan
peraturan rapat.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

12

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 8

1,50

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,60




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B CB KB

TB

2 3 4

Keterangan

[y

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15)

Direksi =~ mempertanggungjawabkan  pelaksanaan
tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

ya

16)

Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai
mengenai kebijakan strategis BPR di bidang
kepegawaian.

ya

17)

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat
dan didokumentasikan dengan baik, termasuk
pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang
terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada
seluruh Direksi.

ya

18)

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan
kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai
dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain
dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian
permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian
hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

ya

19)

Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata
Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di
Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah
ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

ya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2|cx3|dx4

ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5

1,80

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,18

Penjumlahan S + P+ H

1,36

Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot
Faktor 1

0,30




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3
(tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2
(dua) orang.

Terpenuhi

2)

Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui
jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.

Ya

3)

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah Iulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat
melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa
jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang
menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota
Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya
masa jabatan.

Terpenuhi

Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris
bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di
kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari
jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris
Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota
Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Semua komisaris memiliki saham

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib
kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja,
dan rapat.

Ya

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR
atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat
eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

Terpenuhi

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan sesama anggota Dewan
Komisaris atau Direksi.

Terpenuhi

9)

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang
memiliki hubungan keuangan, Kkepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi
dan/atau pemegang saham pengendali atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.

Terpenuhi

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl1

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

11

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 9

1,22

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0,61




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10)

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara
lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis
terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk
prinsip kehati-hatian.

Terpenuhi

11)

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan,
Komisaris mengarahkan, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

Terpenuhi

12)

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam
hal penyediaan dana kepada pihak terkait
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas
maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain
yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

Terpenuhi

13)

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern,
hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau
hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan
meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen
hasil tindak lanjut temuan.

Terpenuhi

14)

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan
yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Terpenuhi

15)

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang
bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam
hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

Terpenuhi

16)

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak
lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan
BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima
keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan
fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Terpenuhi

17)

Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

10

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 8

1,25

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,50

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18)

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam
risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan
jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika
terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Terpenuhi

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx?2

cx3

dx 4

ex 5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,10

Penjumlahan S+ P + H

1,21

Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot
Faktor 2

0,20




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite
Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai
ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap
penerapan fungsi audit intern.

3)

Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi
terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.

4)

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang
dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara
lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib
kerja.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

S)

Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan
audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada
Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi
BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,00

Penjumlahan S + P+ H

0,00

Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot
Faktor 3

0,00




Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
4 |Penanganan Benturan Kepentingan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) |BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur Ya
penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang
mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk
administrasi, dokumentasi dan pengungkapan v
benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah
Rapat.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala o 0 3 0 o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 3.00
pertanyaan (S): 1 i
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.50
Kelola (S): 50% ?
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Ya
Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat
Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau v
tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki
benturan kepentingan tersebut.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4]|ex5
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala o 0 3 0 o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 300
pertanyaan (S): 1 i
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.20
Kelola (S): 40% ?
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
3) |Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR Ya
atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan
dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi v
dengan baik.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4]|ex5
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala o 0 3 0 o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 3
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.30
Kelola (S): 10% ?
Penjumlahan S + P+ H 3,00
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot 0,33

Faktor 4




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
5 |Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Ya
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit
untuk:
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;
b. tidak membawahkan bidang operasional
penghimpunan dan penyaluran dana; dan v
c.[mampu bekerja secara independen.
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

2) |Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Ya
kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain v
yang berkaitan dengan perbankan.

3) BPR dengan modal inti paling sedikit Ya
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen
terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan v
menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau
fungsi operasional.

4) [Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang Ya, tapi belum optimal
menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur v
kepatuhan.

5) [BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, Sudah ada
wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja v
kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani
fungsi kepatuhan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4]|ex5
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala o 9 12 0 o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 14
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 28
pertanyaan (S): 5 !
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1,10

Kelola (S): 50%




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Penerapan Fungsi Kepatuhan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi
seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan  perundang-undangan lain termasuk
penyampaian laporan kepada  Otoritas Jasa
Keuangan dan otoritas lainnya.

Ya, tapi belum optimal

7)

Anggota  Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong
terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain
melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

8)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR
terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR
kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan
tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan
dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang
dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan.

9)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa
seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,
serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah
sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
dan peraturan perundang-undangan.

10)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu
dan/atau  merekomendasikan  pengkinian dan
penyempurnaan  kebijakan, ketentuan, sistem
maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

11

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5

2,2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,88

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11)

BPR Dberhasil menurunkan tingkat pelanggaran
terhadap ketentuan.

Ya

12)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada
Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur
Utama, laporan disampaikan kepada Dewan
Komisaris.

Ya, tapi belum optimal

13)

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada
Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan
atau keputusan Direksi yang menyimpang dari
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
peraturan perundang-undangan lain, sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Ya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,20

Penjumlahan S+ P+ H

2,48

Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot
Faktor 5

0,28




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah
memiliki dan mengkinikan pedoman Kkerja serta
sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi
auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan
dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan
Komisaris.

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen
terhadap satuan kerja operasional (satuan Kkerja
terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

4)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

5)

BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi
audit intern.

Ya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl1

bx?2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

11

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 5

2,20

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

1,10

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun
oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan
yang  secara langsung  diperkirakan  dapat
mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

7)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan
kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan
fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta
perbaikan yang mungkin dilakukan.

Ya

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)
dilaksanakan secara memadai dan independen yang
mencakup persiapan audit, penyusunan program
audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan
tindak lanjut hasil audit.

Ya

9)

BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan
sumber daya manusia secara berkala dan
berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit
intern.

Ya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx 4

ex 5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 4

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,80




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah
menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern
kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
dengan tembusan kepada anggota Direksi yang
membawahkan fungsi Kepatuhan.

11)

BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan
pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus
(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh
pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Ya

13)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx 4

ex 5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 4

1,75

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,18

Penjumlahan S + P+ H

2,08

Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot
Faktor 6

0,23




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
7 |Penerapan Fungsi Audit Ektern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor sudah sesuai
Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek
legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit,
standar profesional akuntan publik, dan komunikasi v
antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP
dimaksud.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4]|ex5
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala o 9 o 0 o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2
pertanyaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.00
Kelola (S): 50% ’

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, sudah sesuai
BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta v
memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan
Dewan Komisaris.

3) |BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan sudah sesuai
Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. v
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2]|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala o 4 o 0 o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2.00
pertanyaan (S): 2 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.80
Kelola (S): 40% ’

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) |Hasil audit dan Management Letter telah sudah sesuai
menggambarkan permasalahan BPR dan v
disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh
KAP yang ditunjuk.

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan sudah sesuai
ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam v
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4]|ex5
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala o 4 o 0 0

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2
pertanyaan (S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.20
Kelola (S): 10% ’
Penjumlahan S + P + H 2,00
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot 0,06

Faktor 7




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
8 |Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit Sudah terpenuhi
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan
satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah): v
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen
Risiko
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif]|
yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi
Manajemen Risiko.

2) |BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Sudah terpenuhi
Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. v

3) |BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis Sudah terpenuhi
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada A%
produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala 0 0 0 0 0

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0.00
pertanyaan (S): 3 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0,00

Kelola (S): 50%




Skala Penerapan
No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
8 |Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4) |Direksi: Sudah terpenuhi
a. menyusun Kkebijakan dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis, dan v
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan Direksi.

5) |Dewan Komisaris: Ya
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan
Manajemen Risiko,
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan \4
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan
Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, Ya
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap v
seluruh faktor Risiko yang bersifat material.

7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang v Ya
menyeluruh.

8) |BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh Ya
risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas v
Jasa Keuangan.

9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu Ya
sistem  informasi manajemen yang mampu
menyediakan data dan informasi yang lengkap, M
akurat, kini, dan utuh.

10) |Direksi telah melakukan pengembangan budaya Ya, tapi belum optimal
manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia v
antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi
mengenai manajemen risiko.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4]|ex5
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala o o o 0 o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0.00
pertanyaan (S): 7 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.00
Kelola (S): 40% ’

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11) |BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko Ya
lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa v
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12) |BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru Sudah terpenuhi
yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan v
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|[dx4[ex5
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala o o o 0 o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.00
Kelola (S): 10% i
Penjumlahan S+ P + H 0,00
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot 0,00

Faktor 8




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
9 |Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur Ya
tertulis yang memadai terkait dengan BMPK
termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait,
debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut v
monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai
bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan
perkreditan BPR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4]|ex5
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala

1 0 0 0 0

Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1.00
pertanyaan (S): 1 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.50
Kelola (S): 50% ’

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan Ya
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar v
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak Ya
terkait dan/atau pemberian kredit besar telah
memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan v
tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-
hatian maupun peraturan perundang-undangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4]|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 4 0 0 o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2
pertanyaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.80
Kelola (S): 40% ’

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak Tidak ada pelanggaran BMPK
terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar
dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan
secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan M
secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

5) |[BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK Ya
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4]|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 9 0 o 0 o
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1.00
pertanyaan (S): 2 i
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.10
Kelola (S): 10% ?
Penjumlahan S + P+ H 1,40
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot 0,12

Faktor 9




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

10

Rencana Bisnis BPR

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan
disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi
dan misi BPR.

Sudah sesuai

2)

Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana
strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan
termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR
yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah sesuai

Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh
pemegang saham dalam rangka memperkuat
permodalan dan infrastruktur yang memadai antara
lain sumber daya manusia, teknologi informasi,
jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

Sudah sesuai

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 3

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4)

Rencana bisnis BPR disusun dengan
mempertimbangkan paling sedikit:

a. faktor eksternal dan internal yang dapat
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-
hatian; dan

c. penerapan manajemen risiko.

S)

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

Ya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6)

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,20

Penjumlahan S+ P + H

2,00

Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot
Faktor 10

0,17




Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

11

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non
keuangan yang didukung oleh sistem informasi
manajemen yang memadai sesuai ketentuan
termasuk sumber daya manusia yang kompeten
untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,
kini, dan utuh.

Sudah sesuai

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

dx 4

ex 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 1

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat
laporan keuangan, informasi lainnya, susunan
pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah sesuai

3) |BPR menyusun laporan tahunan dengan materi
paling sedikit memuat informasi umum, laporan
keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan
keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek
transparansi dan informasi, serta seluruh aspek
pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

Sudah sesuai

4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai
produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah
BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata
cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah sesuai

5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata
cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah sesuai

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

8

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanyaan (S): 4

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota
Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas
serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
kepada  Otoritas Jasa  Keuangan dan/atau
dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

Sudah sesuai

7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak
lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan
disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Sudah sesuai

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Faktor 11

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 200
pertanyaan (S): 2 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.20
Kelola (S): 10% ?
Penjumlahan S+ P+ H 2,00
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot 0,17




Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor 0,30 0,20 0,33 0,28 0,23 0,06 0,12 0,17 0,17 1,85
Predikat Komposit Baik

Kesimpulan
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L e N
IASA
| KELANGAN

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR
Nama BPR BPR Pinang Artha
Alamat BPR JL KH HASYIM ASHARI RUKO PINANG GRIYA PERMAIN NO. 10-11

Posisi Laporan

DESEMBER 2020

Modal Inti BPR

Rp6.185.627.459

Total Aset BPR

Rp37.622.351.387

Bobot BPR

B




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

2

3

a4

Keterangan

-

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit RpSOM:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan
salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur|
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Direktur yg membawahkan fungsi kepatuhan sudah
ada.

2)

Seluruh  anggota  Direksi  bertempat tinggal di
kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang
berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten
di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan
kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

terpenuhi

3)

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,
Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai
politik atau organisasi kemasyarakatan).

terpenuhi

4)

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris.

terpenuhi

S)

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan
dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang
bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya
membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh
kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung;
jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu
pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau
penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang
memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus
dimaksud.

ya

6)

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan
Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk
perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh
RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

terpenuhi

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

exS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 6

1,17

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0,58




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

2

3

a4

Keterangan

-

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7)

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara independen dan tidak memberikan kuasa umum
yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan
wewenang tanpa batas.

ya

8)

Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi
dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor
intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

respon tindak lanjut relatif cepat

9)

Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan
Komisaris.

ya

10)

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat
strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat,
suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah
mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan
mencantumkan dissenting opinion jika terdapat;
perbedaan pendapat.

keputusan berdasarkan musyawarah

11)

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak
mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang]
ditetapkan RUPS.

ya

12)

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan
tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait
bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan
atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan
keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan
dalam rangka pengembangan kualitas individu.

ya

13)

Anggota Direksi mampu mengimplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas
dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas
ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.

ya

14)

Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata
tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit
mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan
rapat.

Ya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl1

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

12

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 8

1,5

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,60




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B CB

KB

TB

2 3

a4

Keterangan

-

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15)

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
kepada pemegang saham melalui RUPS.

ya

16)

Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai
mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.

ya

17)

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan
secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat;
Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.

ya

18)

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan
kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam
pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan
peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan
yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai
ekspektasi stakeholders.

ya

19)

Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola
pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia,
dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan
keuangan sesuai ketentuan.

ya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2|cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 5

1,8

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,18

Penjumlahan S + P+ H

1,36

Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1

0,27




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

2

3

a4

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah
anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)
orang.

Terpenuhi

2)

Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui
jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.

Ya

3)

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah Iulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui
RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan
anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan
perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris
dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Terpenuhi

4)

Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris
bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di
kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

Ya

S)

BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah
anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh
milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan
Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Semua komisaris memiliki saham

6)

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja
termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Ya

7)

Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR
atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat;
eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

Terpenuhi

8)

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau
Direksi.

Terpenuhi

9)

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham
pengendali atau  hubungan lain yang dapat
mempengaruhi  kemampuannya  untuk  bertindak
independen.

Terpenuhi

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 9

1,22

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0,61




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

2

3

a4

Keterangan

2 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10)

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta
memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain
pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait
dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip
kehati-hatian.

Terpenuhi

11)

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategis BPR.

Terpenuhi

12

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal
penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana
diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum
pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan
dalam peraturan perundangan dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan.

Terpenuhi

13)

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil
pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta
Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak
lanjut temuan.

Terpenuhi

14

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara,
optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Terpenuhi

15

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang]
bersifat  strategis  telah  dilakukan  berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal
tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

Terpenuhi

16

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak
lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR,
serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya
yang ditetapkan RUPS.

Terpenuhi

17

Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

Ya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl1

bx2

cx3

dx4

exS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

10

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 8

1,25

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,50

C. H

asil Penerapan Tata Kelola (H)

18)

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah
rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas,
termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat
perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris.

Terpenuhi

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax]l

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,10

Penjumlahan S + P+ H

1,21

Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2

0,18




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

2

3

a4

Keterangan

Kele

ngkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau
Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl1

bx2

cx3

dx4

exS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

0,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan
fungsi audit intern.

3)

Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap
penerapan fungsi manajemen risiko.

4)

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang
dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain
telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl1

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 3

0,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,00

C. H

asil Penerapan Tata Kelola (H)

S)

Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit
intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan
Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

0,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,00

Penjumlahan S + P+ H

0,00

Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3

0,00




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB | KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5
4 |Penanganan Benturan Kepentingan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur Ya
penyelesaian mengenai benturan Kkepentingan yang
mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk
administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan v
kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2[cx3[dx4[ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 o 3 0 o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 300
(S): 1 i
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.50
Kelola (S): 50% ?

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Ya
Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak
mengambil tindakan yang dapat merugikan atau
mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi v
transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|[cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan o o 3 o o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 300
(S): 1 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.20
Kelola (S): 40% ’

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

3) |Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau Ya
mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap
keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. v
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2[cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 o 3 0 o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 0.30
(S): 1 ?
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 3.00
Kelola (S): 10% ?
Penjumlahan S + P+ H 3,00

Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4

0,30




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB | KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5
5 |Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit Ya
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:
a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama,;
b. tidak membawahkan bidang operasional
penghimpunan dan penyaluran dana; dan
c./mampu bekerja secara independen. v
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
tidak menangani penyaluran dana.

2) |Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Ya
memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan v
dengan perbankan.

3) |BPR dengan modal inti paling sedikit Ya
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen
terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
BPR dengan modal inti kurang dari v
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi
operasional.

4) |[Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang Ya, tapi belum optimal
menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur v
kepatuhan.

5) |BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, Sudah ada
wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja
kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi v
kepatuhan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|[cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 2 12 0 o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 14
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 280
(S): 5 i
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1,40

Kelola (S): 50%




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB | TB

2

3

2 | 5

Keterangan

Penerapan Fungsi Kepatuhan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6) |Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

Ya, tapi belum optimal

7) |Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya
kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan
pelatihan ketentuan terkini.

8) |Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap
seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas
Jasa  Keuangan termasuk melakukan tindakan
pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau
keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan.

Ya

9) [Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh
kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta
kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan
perundang-undangan.

Ya

10,

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau
merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang
dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

Ya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl1

bx2

cx3

dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 5

2,20

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,88

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11) |BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap
ketentuan.

Ya

12

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung;
jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah
Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan
Komisaris.

Ya, tapi belum optimal

13

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa,
Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan
Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain,
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

cx3

dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 3

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,20

Penjumlahan S + P+ H

2,48

Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5

0,25




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

2

3

a4

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki
dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan
prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern
sesuai peraturan perundang-undangan dan telah
disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Ya

3)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen
terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait
dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

Ya

4)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung
jawab langsung kepada Direktur Utama.

S)

BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit|
intern.

Ya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 5

2,20

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

1,10

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh
BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara
langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan
BPR dan masyarakat.

Ya

7)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji
ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas
kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit
intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang
mungkin dilakukan.

Ya

8)

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)
dilaksanakan secara memadai dan independen yang]
mencakup persiapan audit, penyusunan program audit,
pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak
lanjut hasil audit.

Ya

9)

BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan
sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan
terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

Ya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 4

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,80




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB | KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5
6 |Penerapan Fungsi Audit Intern

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10) |SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab Ya
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah
menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan v
kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi
Kepatuhan.

11) |BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan Ya
pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus
(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa|l v
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12) |BPR dengan modal inti paling sedikit Ya
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak v
ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

13) [BPR dengan modal inti paling sedikit Ya
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR dengan modal inti kurang dari v
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas
Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2[cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 1 6 o 0 o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 1.75
(S): 4 !
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 018
Kelola (S): 10% ’
Penjumlahan S + P+ H 2,08

Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6

0,21




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB | KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5
7 |Penerapan Fungsi Audit Ektern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor sudah sesuai
Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas
perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional
akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa| v
Keuangan dengan KAP dimaksud.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|[cx3[dx4[ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 2 o 0 o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 200
(S): 1 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.00
Kelola (S): 50% i

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR sudah sesuai
menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan v
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

3) |BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management sudah sesuai
Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. v
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2[cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 4 o 0 o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 200
(S): 2 i
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.80
Kelola (S): 40% i

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) |Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan sudah sesuai
permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu
kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. v

5) |Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang sudah sesuai
lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan v
Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2[cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 4 o 0 o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
S): 2 2,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.20
Kelola (S): 10% ?
Penjumlahan S + P+ H 2,00

Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7

0,05




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

2

3

a4

Keterangan

8 |Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan
satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh,
milyar rupiah):

BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang
bertanggung jawab  terhadap penerapan  fungsi
Manajemen Risiko.

Sudah terpenuhi

2)

BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur
Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

Sudah terpenuhi

3)

BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk
dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

Sudah terpenuhi

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl1

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 3

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata,
Kelola (S): 50%

1,00




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB | KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5
8 |Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4) |Direksi : Sudah terpenuhi
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis, dan v
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan Direksi.

5) |Dewan Komisaris : Ya
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen
Risiko,
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan v
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi
yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan
persetujuan Dewan Komisaris.

6) [BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, Ya
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh v
faktor Risiko yang bersifat material.

7) |BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang Ya
menyeluruh. v

8) |[BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko Ya
yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa v
Keuangan.

9) |BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu Ya
sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan
data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. v

10) |Direksi telah melakukan pengembangan budaya Ya, tapi belum optimal
manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan
peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui v
pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen
risiko.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2[cx3[dx4[ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 6 12 0 o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 18
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 257
(S): 7 i
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.03
Kelola (S): 40% ?

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11) |BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain Ya
(ika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa v
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12) |BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang Sudah terpenuhi
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai v
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|[cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 4 o 0 o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 2.00
(S): 2 i
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.20
Kelola (S): 10% ’
Penjumlahan S + P+ H 2,23

Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8

0,22




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

2

3

a4

Keterangan

Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk
pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup,
dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan
penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian
terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl1

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0,50

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan.

Ya

3)

Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait
dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan
perundang-undangan.

Ya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

ax1

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4)

Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait
dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau
melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala
kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat
waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Tidak ada pelanggaran BMPK

S)

BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl1

bx2

cx3

dx4

exS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,10

Penjumlahan S + P + H

1,40

Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9

0,11




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB | KB | TB Keterangan
1 2 3 4 5
10 |Rencana Bisnis BPR

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan Sudah sesuai
disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan v
misi BPR.

2) |Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis Sudah sesuai
jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk
rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan v
dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.

3) |Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh Sudah sesuai
pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan
dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya v
manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,
dan prosedur.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|[cx3[dx4[ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 6 o o o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 6
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 2.00
(S): 3 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.00
Kelola (S): 50% ’

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4) |Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan Ya
paling sedikit:
a. faktor eksternal dan internal yang dapat
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; v
b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;
dan
c. penerapan manajemen risiko.

5) [Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap v Ya
pelaksanaan rencana bisnis BPR.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|[cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan o 4 0 o o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 200
(S): 2 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.80
Kelola (S): 40% ’

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6) [Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis Ya
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai v
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|[cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 2 0 0 o
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan 200
(S): 1 ’
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 020
Kelola (S): 10% ’
Penjumlahan S + P+ H 2,00
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 0,15

10




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B

CB

KB

TB

2

3

a4

Keterangan

11

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non
keuangan yang didukung oleh sistem informasi
manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk
sumber daya manusia yang kompeten untuk]
menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan
utuh.

Sudah sesuai

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl1

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

2

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 1

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

1,00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan
keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan
komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

Sudah sesuai

3)

BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling
sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan,
opini dari akuntan publik atas laporan keuangan
tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi
dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah sesuai

4)

BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai
produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah
BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah sesuai

5)

BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata
cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah sesuai

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 4

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0,80

C. H

asil Penerapan Tata Kelola (H)

6)

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota
Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta
disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada,
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah sesuai

7)

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut
pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan
sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Sudah sesuai

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

exS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S): 2

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0,20

Penjumlahan S + P + H

2,00

Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor
11

0,15




Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor 0,27 0,18 - 0,30 0,25 0,21 0,05 0,22 0,11 0,15 0,15 1,89
Predikat Komposit Baik
Kesimpulan

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup
kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor
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